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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pengaturan pelayanan publik di Indonesia yang mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban melaksanakan pelayanan publik secara utuh sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Secara konseptual, regulasi ini mendeskripsikan suatu upaya pelaksanaan kebijakan yang didalamnya ada kegiatan pemerintah untuk memanifestasikan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima guna memenuhi harapan dan kebutuhan, baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan, yang dilaksanakan sesuai dengan asas pelayanan publik dan prinsip pelayanan publik. Hal tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Dalam menjalankan fungsinya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Agar pelayanan publik berkualitas, sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan demikian, tidak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik harus dibarengi dengan reformasi penyelenggaraan pemerintahan dalam perkembangan administrasi publik pada konteks otonomi daerah. 
Paradigma administrasi publik telah mengalami pergeseran diawali dengan model klasik yang berkembang dalam kurung waktu 1855/1887 hingga akhir tahun 1980-an, New Publik Managemant (NPM) yang berkembang dalam kurun waktu akhir 1980-an hingga pertengahan 1990-an, sampai New Public Service (NPS) yang berkembang dalam kurun waktu pertengahan 1990-an hingga saat ini. Teori Reinventing goverment yang tergolong pada The New Public Management merupakan demistifikasi atas The Old Public Administration (OPA). Selanjutnya telah muncul demistifikasi atas The New Public Management dengan munculnya konsep The New Public Service (Denhardt & Denhardt, 2000:549)
Pada awalnya administrasi publik hanya berkaitan dengan fungsi tradisional administrasi seperti menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, objek amatan itu belakangan bergeser dan berkembang ke persoalan-persoalan yang lebih luas seperti persoalan pelayanan publik dan persoalan publik lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kritik terhadap Administrasi Publik model klasik dapat dilihat dalam kaitannya dengan keberadaan konsep “Birokrasi Ideal” dari Weber. Menurut Prasojo (2003:24) terdapat setidaknya 2 (dua) titik kritis terhadap birokrasi Weberian tersebut, yakni: pertama, dalam hubungan antara masyarakat dan negara, implementasi birokrasi ditandai dengan meningkatnya intensitas perundang-undangan dan juga kompleksitas peraturan; kedua, struktur birokrasi dalam hubungannya dengan masyarakat sering kali dikritisi sebagai penyebab menjamurnya meja-meja pelayanan sekaligus menjadi penyebab jauhnya birokrasi dari rakyat. Peningkatan intensitas dianggap memiliki resiko dimana pada akhirnya akan menyebabkan intervensi negara yang akan mennyentuh semua aspek kehidupan masyarakat dan pada akhirnya menyebabkan biaya penyelenggaraan birokrasi menjadi sangat mahal. 
Sedangkan paradigma New Public Mangement yang banyak diterapkan lebih mengedepankan aspek ekonomi seperti efisiensi, rasionalitas, produktifitas dan bisnis. Paradigma tersebut yang banyak diterapkan dibirokrasi pemerintahan digunakan sebagai pengganti paradigma lama dalam pelayanan publik yang cenderung lamban, tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, penggunaan sumber daya publik yang sia-sia akibat hanya berfokus pada proses dan prosedur dibandingkan kepada hasil. Meskipun penerapan paradigma New Public Management mempunyai banyak aspek positif, namun kadangkala bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan publik, seperti pembangunan ekonomi yang mengabaikan aspek ekologis dan konsep pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyrakat yang mengabaikan aspek pemerataan dan justru menimbulkan disparitas sosial, masalah kemiskinan dan ketidak adilan sosial. Hal tersebut menyebabkan tidak jelasnya siapa pemilik dari kepentingan publik dan pelayanan publik. (Denhardt & Denhardt, 2000:550)

Perdebatan antara Old Public Management dan New Public Management mendorong pendekatan baru yang memandang administrasi publik sebagai governance. Fokus utama bukan lagi pada pemerintah (government) sebagai sebuah institusi yang diberikan kewenangan untuk mengatur masyarakat dan menjadi penyedia utama pelayanan publik melainkan lebih pada proses. Governance merupakan proses pemecahan masalah publik yang melibatkan instrumen hukum, kebijakan, kemitraan pemerintah dengan swasta maupun pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. 

Kepentingan publik dalam model New Public Service dirumuskan sebagai hasil dialog dari berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat. Kepentingan publik bukan dirumuskan dari elit politik seperti yang tertera dalam aturan. Birokrasi yang memberikan layanan publik harus bertanggung jawab pada masyarakat secara keseluruhan. Peran pemerintah adalah melakukan negosiasi dan menggali berbagai kelompok komunitas yang ada. Birokrasi publik bukan hanya sekedar harus akuntabel pada berbagai aturan hukum, melainkan juga harus akuntabel pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, norma politik yang berlaku, standar profesional, dan kepentingan warga negara sebagai rangkaian konsep pelayanan publik yang ideal masa kini di era demokrasi.

Prinsip New Public Service memiliki diferensiasi dengan prinsip Old Public Administration dan New Public Management, yang mana prinsip New Public Service  mengajak pemerintah untuk :

1. Melayani masyarakat sebagai warga negara, bukan pelanggan; melalui pajak yang mereka bayarkan, maka warga negara adalah pemilik sah (legitimate) negara bukan pelanggan.

2. Memenuhi kepentingan publik; kepentingan publik seringkali berbeda dan kompleks, tetapi negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara tidak boleh melempar tanggung jawabnya kepada pihak lain dalam memenuhi kepentingan publik.

3. Mengutamakan warga negara di atas kewirausahaan; kewirausahaan itu penting, tetapi warga negara berada diatas segala-galanya.

4. Berpikir strategis dan bertindak demokratis; pemeintah harus mampu bertindak cepat dan menggunakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan publik.

5. Menyadari komplesitas akuntablitas; pertanggungjawaban merupakan proses yang sulit dan terukur sehingga harus dlakukan dengan metode yang tepat.

6. Melayani bukan mengarahkan; fungsi utama pemerintah adalah melayani warga negara bukan mengarahkan.

7. Mengutamakan kepentingan masyarakat bukan produktivitas; kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas meskipun bertentangan dengan nilai-nilai produktivitas.

Implementasi konsep New Public Service diperlukan untuk dapat memecahkan permasalahan publik yang lebih komprehensif dengan melibatkan banyak dimensi untuk mencapai efektifitas pelayanan, serta kebutuhan terhadap pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibillity), memiliki daya tangkap yang kuat (responsiveness) dan mampu mewakili kepentingan masyarakat (representativeness) berdasarkan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku dengan pancaran hati nurani (accountabillity). Penerapan konsep New Public Service dalam pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan.

Dasar teoritis pelayan publik yang ideal menurut paradigma new public service yaitu pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik yang ada. Tugas pemerintah daerah adalah melakukan negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentinagan masyarakat dan kelompok komunitas, hal ini mengandung pengertian bahwa karakter dan nilai yang terkandung didalam pelayanan publik tersebut harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, hal ini karena perubahan lingkungan bersifat dinamis. (Dwiyanto, 2006:145).
Eksistensi paradigma New Public Service (NPS) menyebabkan implikasi terhadap penyelenggaraan peran administrasi publik khususnya terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan Publik merupakan satu dimensi ruang tempat interaksi antara administrasi publik dengan warga negara. New Public Service bersifat non diskriminatif sebagaimana dimaksud oleh dasar teoritis yang digunakan, yaitu teori demokrasi yang menjamin adanya persamaan tanpa membedakan asal-usul, suku, ras, etnik, agama, dan latar belakang kepartaian. Ini berarti setiap warga negara diperlakukan secara sama ketika berhadapan dengan birokrasi publik dalam menerima layanan sepanjang syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi. Hubungan yang terjalin antara birokrat publik dengan warga negara adalah hubungan impersonal sehingga terhindar dari nepotisme dan primordialisme. 

Dengan demikian pemerintah sudah seharusnya menganut paradigma customer drive (berorientasi kepentingan masyarakat) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, mempersiapakan seluruh perangkat untuk memenuhi paradigma tersebut secara sistematik, sehingga terwujud pelayanan publik yang berkualitas (Ibrahim, 2008:18).
Namun realitas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih diperhadapkan pada sistem pemerintah yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa seperti; prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian terhadap jangka waktu penyelesaian, tidak jelasnya biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap birokrasi pemerintah sebagai pelayan yang kurang responsive, dan masih adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik.

Bertolak dari bahasan diatas, muncul persepsi masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan yang menyesatkan karena berkaitan dengan urusan-urusan yang menjengkelkan berkenaan dengan pengisisan formulir-formulir, proses perolehan izin yang melalui banyak bagian secara berantai, aturan-aturan ketat dan sebagainya. Menurut Supriatna (1997:105) ”ciri birokrasi pemerintahan yang lebih berorientasi pada status, struktur yang statis mekanistis, kurang profesional akan menghambat pelayanan terhadap publik”. 
Nazaruddin (2011) dalam artikelnya yang mengemukakan bahwa kondisi pelayananan perizinan yang tidak memuaskan masyarakat disebabkan soasialisasi perizianan kepada masyarakat yang belum optimal, adanya kesan unsur kesengajaan aparat birokrat memperlambat proses perizinan dengan alasan berkas yang diajukan oleh masyarakat yang mengurus perizinan tidak lengkap. Dipertegas lagi oleh W. Hanif Dewi (2012) dalam artikelnya yang menyatakan bahwa pelayan perizinan yang dilakukan oleh birokrasi belum sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat,  oleh karena pelayanan perizinan yang diberikan oleh birokrat terkait dengan biaya resmi yang dibebankan kepada masyarakat tidak sesuai dengan waktu penyelesaian izin yang dijanjikan, lambatnya kinerja aparat birokrasi, dan belum optimalnya proses pelayanan perizinan.

Mohammad (2003:52) mengatakan bahwa pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik. Paradigma pelayanan publik berkembang dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan pelanggan (customer driven government) dengan ciri-ciri: (a) lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi kegiatan pelayanan kepada masyarakat, (b) lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama, (c) menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas, (d) terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil (outcomes) sesuai dengan masukan yang digunakan, (e) lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat, (f) pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapat dari masyarakat dari pelayanan yang dilaksanakan, (g) lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan, (h) lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan, dan (i) menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan.
Menurut Kuhn (1970:90) bahwa perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan paradigmanya. Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Apabila suatu cara pandang tertentu mendapat tantangan dari luar atau mengalami krisis (anomalies), kepercayaan terhadap cara pandang tersebut menjadi luntur, dan cara pandang yang demikian menjadi kurang berwibawa.
Rakhmat (2009:45) mengungkapkan bahwa perkembangan paradigma administrasi publik telah banyak dikemukakan oleh para ahli administrasi seperti Henry (1995:52) yang mengelompokkan ke dalam lima paradigma, yaitu : (1) dikotomi antara politik dan administrasi, (2) prinsip-prinsip administrasi, (3) administrasi negara sebagai ilmu politik, (4) administrasi negara sebagai ilmu administrasi dan (5) administrasi negara sebagai administrasi negara.
Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota didorong untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sebagai responsitas tuntutan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa strategi yang telah dilakukan antara lain dengan membentuk sebuah sistem pelayanan terpadu dengan menggabungkan pendekatan pelayanan fungsional yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/SKPD ke dalam pendekatan terpadu satu otoritas.
 Pendekatan pelayanan terpadu sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diperkuat dengan terbitnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pelayanan tersebut dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dilaksankan dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian atau pelimpahan wewenang, akuntablitas, dan aksesibilitas (Nadya, 2016:45).
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan terintegrasi yang diadakan dengan maksud memberikan pelayanan perizinan yang lebih mudah, cepat, murah, transparan dan akuntabel bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha. Bila sebelumnya pemohon terpaksa berurusan dengan banyak instansi sebelum bisa memperoleh izin yang diperlukan, dalam PTSP pemohon cukup memasukkan permohonan kepada satu instansi, PTSP akan mengurus semuanya sekaligus memberikan persetujuan. Adapun instansi teknis hanya berfungsi memberikan rekomendasi. Persetujuan dari instansi teknis dipersyaratkan sejauh diperlukan, tetapi itu pun PTSP yang akan menguruskannya bagi pemohon. Dengan kata lain, PTSP sejak awal di desain untuk menjalankan kewenangan pemberian izin yang dahulu berada di instansi teknis. PTSP yang berfungsi baik mensyaratkan adanya pelimpahan kewenangan dari instansi teknis. Ketika kewenangan ini terbatas bahkan lemah, maka keberadaan PTSP relatif tidak akan berdampak terhadap pelayanan perizinan.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sendiri lahir karena keprihatinan akan iklim usaha di Indonesia, khususnya hambatan pengurusan izin usaha. Dari sudut pandang yang lain, PTSP dapat dilihat sebagai bagian dari reformasi birokrasi perizinan. Tujuan reformasi birokrasi perizinan itu sendiri adalah mewujudkan pengurusan izin yang murah, mudah, cepat dan transparan tanpa kehilangan fungsi izin sebagai instrumen pengendalian. Oleh karena itu, keberhasilan PTSP harus dilihat dan diukur dari kemampuannya mewujudkan tujuan reformasi birokrasi perizinan.

Praktek dari  PTSP menunjukkan bahwa proses pelimpahan kewenangan membutuhkan adanya kemampuan untuk meraih kepercayaan dari pihak terkait, terutama kepala daerah dan pejabat SKPD. Kepercayaan dibangun melalui relasi yang baik dan pembuktian kinerja secara terus-menerus. Kinerja dimaksud bukan hanya PTSP saja, tetapi bagaimana kinerja PTSP itu berdampak baik terhadap kinerja pemerintah di mata publik secara keseluruhan dan mampu menyodorkan fakta manfaat positif bagi pihak terkait dengan adanya perbaikan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbeda dengan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), dalam sistem PTSA pemrosesan dokumen perizinan masih dilakukan di masing-masing instansi teknis (sesuai dengan wewenangnya) sehingga dampaknya terhadap percepatan proses pengurusan izin tidak terlalu besar. Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) adalah model pelayanan terpadu yang dijalankan oleh pemerintah sebelum dikeluarkannya Permendagri Nomor 24 tahun 2006. Keduanya bersifat “terpadu”, masyarakat hanya perlu mendatangi satu tempat untuk mengurus berbagai izin yang mereka perlukan, dalam sistem PTSA pemrosesan dokumen perizinan masih dilakukan di masing-masing instansi teknis (sesuai dengan wewenangnya) sehingga dampaknya terhadap percepatan proses pengurusan izin tidak terlalu besar. 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan terintegrasi yang diadakan dengan maksud memberikan pelayanan perizinan yang lebih mudah, cepat, murah, transparan dan akuntabel bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha. Bila sebelumnya pemohon terpaksa berurusan dengan banyak instansi sebelum bisa memperoleh izin yang diperlukan, dalam PTSP pemohon cukup memasukkan permohonan kepada satu instansi, PTSP akan mengurus semuanya sekaligus memberikan persetujuan. Adapun instansi teknis hanya berfungsi memberikan rekomendasi. Persetujuan dari instansi teknis dipersyaratkan sejauh diperlukan, tetapi itu pun PTSP yang akan menguruskannya bagi pemohon. Dengan kata lain, PTSP sejak awal didesain untuk menjalankan kewenangan pemberian izin yang dahulu berada di instansi teknis. PTSP yang berfungsi baik mensyaratkan adanya pelimpahan kewenangan dari instansi teknis. Ketika kewenangan ini terbatas bahkan lemah, maka keberadaan PTSP relatif tidak akan berdampak terhadap pelayanan perizinan.
Berbeda dengan PTSA, alasan diperlakukannya PTSP di BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan oleh karena adanya pelimpahan wewenang (delegation of authority) dari instansi teknis kepada instansi penyelenggara PTSP, berfungsinya tim teknis yang dibentuk oleh instansi teknis yang bertugas pada instansi penyelenggara PTSP yaitu kantor BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping itu PTSP bersifat “paripurna.” 
Untuk mengetahui  bagaimana kondisi sebelum diperlakukannya PTSP di kantor BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan penulis akan tampilkan pada tabel berikut ini:
Tabel. 1.1 Kondisi sebelum dan setelah adanya PTSP

	NO
	Sebelum PTSP
	Setelah PTSP

	1.
	Proses Perizinan yang Birokratis
	Debirokratisasi Perizinan

	2.
	Banyak pungutan yang tidak jelas
	Pembayaran jelas

	3.
	Syarat yang beragam
	Syarat jelas

	4.
	Investasi berkurang
	Investasi meningkat


Sumber: Kantor BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan. 2016.
Berdasarkan tabel di atas, jelas bahwa setelah ada PTSP telah terjadi reformasi pada pelayanan publik yang mengarah kepada kepuasan masyarakat. Secara umum kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dinilai dari aspek-aspek yang meliputi; (a) waktu pelayanan, (b) keakuratan pelayanan, (c) kemudahan akses, (d) ketersediaan fasilitas yang baik, (e) keamanan, serta (f) keramahan dan profesionalisme. Institusi penyelenggara pelayanan publik yang mampu memenuhi aspek-aspek tersebut dengan baik dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat yang menerima pelayanan publik. Dengan demikian setiap instansi penyelenggara pelayanan publik di samping mempertimbangkan aspek produktivitas, juga dituntut memperhatikan kualitas pelayanan dengan pendekatan penerapan prinsip-prinsip New Public Service (NPS).
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  di BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan, secara teknis operasional merupakan tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT. P2T) yang berada di bawah naungan BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT. P2T),  yang berdasar hukum: 1) Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 2) Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Juklak Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu: 3) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; dan 4) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan terpadu satu pintu. Adapun lingkup perizinan dan non-perizinan yang diselenggarakan oleh  BKPMD meliputi 19 sektor,  salah satunya Izin Usaha Perikanan.
Sejak diberlakukannya PTSP di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 berdasarkan hasil penelitian awal penulis lakukan proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah berjalan efektif,  diperoleh  informasi bahwa  kondisi sebelum ada PTSP di BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan terdapat pengurusan perizinan yang birokratis, banyak pungutan yang tidak jelas, syarat yang beragam, waktu tidak transparansi dan investasi berkurang. Tetapi setelah adanya PTSP proses pelayanan sudah mengalami perubahan dalam pengurusan perizinan  antara lain syarat yang jelas, waktu yang transparan, debirokratisasi perizinan dan investasi yang meningkat, Sehingga masyarakat sudah merasakan perubahan pada saat proses pelayanan penerbitan izin dimana masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama, paling lama Izin Usaha Perikanan selesai 3 hari sesuai SOP, tidak ada lagi biaya tambahan dalam pengurusan izin diluar dari pada ketentuan yang telah ditentukan pada SOP. 
 Dengan penerapan PTSP menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa tugas pokok yang diemban terkait dengan pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan bukan lagi ortientasi kekuasaan, tetapi orientasi pelayanan. Pemohon dianggap sebagai masyarakat dan tidak ada perbedaan dalam sistem pelayanan.

Adapun penulis memilih lokus dan fokus penelitian di dasari pada : 1)  pemilihan kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai objek atau locus penelitian, karena merupakan pusat pelayanan publik yang keberadaannya untuk memenuhi kebutuhan daerah dan menjalankan kewajibannya yang tertuang dalam peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan harapan keberadaannya dapat memperbaiki/ mereformasi birokrasi perizinan dengan pengurusan izin cukup dengan pada satu tempat yaitu kantor BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara PTSP. 2) fokus pada PTSP. Karena. Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan telah mendapatkan penghargaan dari Ombudsman sebagai lembaga pemerintah yang patuh, bebas korupsi, transparansi dalam melakukan pelayanan publik dan mendapatkan skor indeks kepuasan masyarakat 954 (zona hijau) serta mendapatkan penghargaan dari USAID tahun 2015.  3) Objek pada IUP, karena penerbitan Izin Usaha Perikanan  (IUP) merupakan proses pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Berdasarkan deskripsi fenomena realitas diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian disertasi dengan judul sebagai berikut: “Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Perspektif New Public Service” (Studi Kasus Pelayanan Izin Usaha Perikanan Pada Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)”
B.  Rumusan Masalah
Bertitiktolak pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka  rumusan  masalah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan New Public Service (NPS) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerbitan Izin Usaha Perikanan di kantor BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Faktor determinan apa yang berpengaruh terhadap proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerbitan Izin Usaha Perikanan di kantor BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana prototipe model Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerbitan Izin Usaha Perikanan di kantor BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan.
C.  Tujuan Penelitian
  Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis penerapan New Public Service (NPS) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerbitan Izin Usaha Perikanan di kantor BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Menganalisis dan mengidentifikasi faktor determinan yang berpengaruh dalam proses penerapan New Public Service (NPS) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerbitan Izin Usaha Perikanan di kantor BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Menemukan dan mendeskripsikan prototipe model Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerbitan Izin Usaha Perikanan di kantor BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan?
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik; Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah,  memperdalam pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan administrasi publik, khususnya  konsep administrasi publik yang dapat menjelaskan paradigma administrasi publik dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 
2. Manfaat Praktis; Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan lokalitas di era otonomi daerah saat ini dan di masa yang akan datang, sehingga demokratisasi dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Semakin baik pelayanan terpadu satu pintu dengan tinjauan karakteristik prinsip-prinsip New Public Service (NPS), maka diharapkan kualitas pelayanan publik dapat terwujud dan kepuasan masyarakat dapat terpenuhi.














































































